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  v  ABSTRAK Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt)”, ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut? (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?. Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, Deskriptif analisis yaitu teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut kemudian dianalisa dengan teori hukum pidana Islam yaitu jari>mah ta’zi>r, sedangkan metode pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian dijadikan pisau analisa dan alat verifikasi terhadap variabel yang bersifat khusus yaitu putusan hakim.  Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa dasar putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt adalah Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Sedangkan hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau denda. Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara Hal ini sesuai dengan tingkatan pidana dalam Pasal 10 KUHP, tingkatan tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tingkatan pidana yang berada dibawahnya. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk kategori jarimah ta’zi>r yang wewenangnya terletak pada penguasa. Dalam ta’zi>r tidak ada perbedaan antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan. Dari uraian di atas diharapkan bahwa para hakim dalam memberikan hukuman senantiasa sesuai dengan undang-undang agar terdapat suatu kepastian dan keadilan hukum. Dan sebagai masyarakat Indonesia yang berdasar hukum sudah sepatutnya untuk menghargai hak dan kewajiban sesama orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.  
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  1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Melihat pada landasan yuridis dan filososfis bangsa Indonesia pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.1Amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Kedua, fungsi keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Ketiga, fungsi pengaturan yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.                                                            1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 Ayat 3. 































2   Perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.2 Dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambanagn Khusus (IUPK), maka masyarakat tidak dapat merintangi atau mengganggu kegiatan uasaha pertambangan yang dilakukan oleh sebuah PT yang secara resmi bergerak di bidang pertambangan.3 Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum, dapat dipahami kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa izin dari organ pemerintah berwenang. Izin menjadi alas hukum bagi pelaku kegiatan dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan kegiatan setelah ada izin, tanpa izin suatu pihak tidak dapat melakukan usaha atau kegiatan, kalau tetap saja dilakukan, dapat dikatakan bahwa kegiatan itu melanggar hukum.4 Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum disebut dengan hukum pidana. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang berangkutan. Hingga saat ini, tindak pidana masih sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah suatu                                                            2Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81. 3Flora Pricilla Kalalo, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 14.  4Helmi, Hukum Perizinan…, 85. 































3   kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).5  Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi yaitu tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara berlanjut. Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).    Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa: 1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IUPK.   Seperti halnya kasus dalam putusan No. 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt yang terjadi di Kutai Timur, ketika terdakwa Budi Ismail Als Budi bin Iskandar bersama-sama dengan terdakwa Lesy Anak Yusuf Kara pada tanggal 10, 11, 13, 14 April 2016 serta pada tanggal 25 April 2016  bertempat di Jalan Hauling KM 14 dalam Kawasan Pertambangan PT. GAM Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kab. Kutai Timur dengan sengaja menghentikan alat yang bekerja membangun jalan houling, dengan cara                                                            5Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 62. 































4   mengusir pekerja serta menyuruh membawa keluar alat yang bekerja membangun jalan houling, selain itu para terdakw juga mengajak beberapa untuk bersama-sama menghentikan kegiatan tersebut dan sebagian masyarakat yang lain ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan untuk terdakwa Budi Ismail membawa sebilah tombak, mereka mengehentikan aktifitas pertambangan di Desa Pengadan.  Terdakwa Budi dan Lesy mengkalim lahan yang digunakan oleh PT. GAM merupakan tanah milik terdakwa Budi Ismail namun tidak memiliki legalitas surat apapun dan lahan tersebut masuk dalam kawasan KBK dan APL, sedangkan lahan yang dikalim terdakwa Lesy juga tidak ada legalitas bukti kepemilikan yang lain.  Kegiatan Pertambangan PT. GAM berdasarkan IUP Operasi Produksi, Izin prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya, dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kemeterian Kehutanan RI.  Pada kenyataannya secara praktis Penuntut Umum menuntut Pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut tersebut Hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara. Jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum sama yaitu Pidana penjara. Tuntutan dan yang berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan hukuman yang diberikan oleh Hakim di 































5   rasa tidak sesuai dengan Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   Jenis-Jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan, dan dapat juga dijatuhkan tersendiri. Yang termasuk pidana pokok adalah (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; dan (5) pidana tutupan. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, terletak pada peraturan mengenai cara-caranya si terhukum harus diperlakukan, yaitu seseorang yang mendapat pidana kurungan:6 a. Pekerjaan harus lebih ringan (Pasal 19 KUHP) b. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum (Pasal 21 KUHP) c. Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut peraturan tata tertib rumah penjara dan lain sebagainya (Pasal 23 KUHP).                                                            6Zaeni Asyhadie, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 141. 































6   Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya.7  Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal prinsip Azas Legalitas atau Principle of legality yaitu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasannya dikenal sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).8 Penuntut umum hendaknya memperhatikan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI, 1985. Di dalam buku pedoman tersebut dijelaskan pengertian-pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi                                                            7Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 197. 8Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 23.  































7   terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jelas yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan unsur perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.9 Syarat mutlak untuk berlakunya Undang-Undang ialah diundangkan dalam lembaran negara Sekretaris negara. Undang-Undang itu berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Setelah suatu undang-undang diumumkan atau diundangkan dalam lebaran negara maka setiap orang dianggap telah mengakui adanya suatu Undang-Undang.10 Sedangkan berakhirnya kekuatan berlakunya suatu undang-undang ditentukan sebagai berikut:11 a. Undang-undang berakhir apabila jangka waktunya telah sampai pada waktu yang telah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. b. Undang-undang berakhir apabila undang-undang itu telah dihapuskan atau telah dicabut kembali dengan undang-undang yang baru. c. Undang-undang berakhir apabila undang-undang yang baru telah memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang lama.                                                            9Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 65. 10Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 53. 11Ibid., 54. 































8   d. Undang-undang berakhir apabila pengadaan undang-undang itu sudah tidak ada lagi. Pasal 162 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara hingga saat ini masih berlaku, seharusnya yang diterapkan dalam tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut adalah pidana kurungan atau denda bukan pidana penjara. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum di Negara Indonesia dalam menegakkan hukuman mempunyai independensi namun juga mempunyai aturan atau batasan-batasan dalam memutus suatu perkara. Independensi hakim dalam pelaksanaan tugas yudisialnya adalah mandiri, tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan keyakinan nuraninya. Namun disisi lain independensi disini bukan tanpa batas, akan tetapi ada batasan-batasannya.12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.13                                                             12Akbarika Mega M, dkk, “Tinjauan Yuridis Vonis Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana” http://www.e-jurnal.com/2016/01/tinjauan-yuridis-vonis-ultra-petita.html. 13 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1.  































9   Rasulullah saw. sangat memperhatikan kebutuhan umatnya serta mempertimbangkan maslahat umum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Rasulullah saw. memberikan hak kepada umat Islam untuk mengelola tanah dengan benar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri dan dengan kepentingan umum.14 Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana merintangi dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut adalah termasuk dalam kajian pidana Islam. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jari>mah. Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi dalam Sahid HM, pengertian jari>mah secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zi>r. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah.15 Tindak pidana juga disebut Jinayah yang berarti kejahatan atau kriminal. Secara umum, kata jinayah berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan.16  Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang merugikan serta mengganggu ketentraman masyarakat dan hukumannya adalah ta’zi>r.                                                            14M. Ghufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif fiqhal bi’ah), (Surabaya, IAIN SA Press, 2012), 31. 15Sahid HM, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah (Surabaya, Pustaka Idea, 2015), 2. 16Ibid., 4 































10   Jari>mah ta’zi>r, yaitu suatu jari>mah yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jari>mah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana yang terdiri dari unsur formal, unsur material dan unsur dan unsur moral, sedangkan unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain dan hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.  Adapun syarat supaya hukuman ta’zi>r bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu hukuman ta’zi>r bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baigh atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz).  Melalui latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt)”.     































11   B. Identifikasi dan Batasan Masalah  Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut. 2. Putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. 3. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu: 1. Putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. 2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan 































12   usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu; 1. Bagaimana putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt? 2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?  3. Kajian Pustaka Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Tetapi penulis 































13   mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut: a. Radiatni Purwanti, yang berjudul “Pertambangan Illegal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No 22 Tahun 2012 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”. Skripsi ini membahas penetapan Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram. Dengan demikian fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginventarisari izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan, serta lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengawasan yang terpadu, terkoordinasi baik pusat maupun daerah.17  b. Tasbi Husin, yang berjudul “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Analisis Fiqh Lingkungan)”. Skripsi ini membahas tentang Pasca berhentinya perusahaan pertambangan baik yang mengeksploitasi bahan mineral emas maupun biji besi, beberapa masyarakat membuka pertambangan rakyat secara tradisional yaitu menggali tanah untuk mendapatkan batu atau tanah yang mengandung mineral emas dengan                                                            17Radianti Purwanti, “Pertambangan Illegal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No 22 Tahun 2012 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)” (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016). 































14   cara menggali lobang dengan kedalaman mencapai puluhan bahkan ratusan meter dari permukaan tanah, banyak masyarakat memadati lokasi tersebut untuk menggali lobang yang melebihi 25 Meter dari permukaan tanah telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 22 Ayat b: “Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter”.18  c. Ahmad Khoiruddin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin di Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan lubang pasca tambang, tercemarnya kualitas air bersih dan pencemaran tanah.19  Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi direktori putusan No. 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt dan                                                            18Tasbi Husin, “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Analisis Fiqh Lingkungan), (Skripsi—UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017). 19Ahmad Khoiruddin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 































15   putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi direkstori putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt.  4. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?      































16   3. Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat berguna untuk hal: 1. Secara teoritis Hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan kerangka berfikir para ilmuan dalam disiplin ilmu pengetahuan agar bisa lebih maju lagi, serta dapat menjadi sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut. 2. Secara praktis Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat dalam mencari solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut, serta menjadi masukan kepada penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut.     































17   4. Definisi Operasional Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 1. Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum shara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum pidana Islam dalam penelitian ini adalah teori jari>mah ta’zi>r. Jari>mah ta’zi>r adalah suatu jari>mah yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 2. Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada sesorang yang melanggar hukum.  3. Merintangi atau mengganggu kegiatan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Dalam penelitian ini bentuk tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara memasang portal dengan tali raffia, datang melarang dan mengusir pekerja melakukan kegiatan serta menyuruh pekerja untuk membawa alat-alat keluar dari wilayah pertambangan yang digunakan untuk membangun jalan. 4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 































18   pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.20  5. Metode Penelitian 1. Data yang dikumpulkan Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. Dalam penelitian ini terdiri data sekunder. Data sekunder, dalam skripsi ini meliputi tempat kejadian perkara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut.  2. Sumber data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan                                                            20Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat 6.   































19   b. Flora Pricilla Kalalo, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.  c. Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.  d. Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  e. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.  f. Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.  g. Zaeni Asyhadie, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.  h. Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa’iy, Tim Tsaisah III, Bogor: PT Kharisma Ilmu.  i. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000.  j. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, A. Ali 10, Bandung: PT AlMa’arif, 1987.  k. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.   a. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Dokumentasi Yaitu teknik mencari data dengan cara melalui membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. 































20   b. Kepustakaan Yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Diantaranya: 1) Sahid HM, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah, Surabaya, Pustaka Idea, 2015.  2) Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa’iy, Tim Tsaisah III, Bogor: PT Kharisma Ilmu.  3) Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.  b. Teknik pengolahan data Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut: a. Organizing, Suatu proses yang sitematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. b. Editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.21  c. Analiyzing, memberikan analisis dari data-data putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. c. Teknik analisis data                                                            21 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 197. 































21   Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik analisa deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut kemudian di analisa dengan teori hukum pidana Islam yaitu Jari>mah ta’zi>r b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian dijadikan pisau analisa dan alat verifikasi terhadap variabel yang bersifat khusus yaitu putusan hakim.   G.  Sistematika Pembahasan  Secara keseluruhan, skripsi ini secara sitematis terbagi menjadi lima bab: bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini, memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab I pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasn Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan 































22   Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. bab kedua berisi tentang tinjauan umum jari>mah ta’zi>r tentang pengertian jari>mah, pengertian jari>mah ta’zi>r , dasar hukum ta’zi>r , macam-macam jari>mah ta’zi>r , dan sanksi perbuatan ta’zi>r .  bab ketiga membahas tentang putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. bab keempat berisi tentang Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.  






























  23 BAB II TINJAUAN UMUM  JARIMAH TA’ZI>R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM A. Pengertian Jari>mah  Kata jarimah sendiri berasal dari akar kata jarama, yajri>mu, jari>matan yang berarti “berbuat dan memotong”.1 Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “”perbuatan yang dibenci. Kata jari>mah juga berasal dari kata ajrama yajri>mu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.2 Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan jari>mah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hu>du>d ta’zi>r.3 Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jari>mah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga yaitu:4 a. Unsur Formal, yakni adanya undang-undang atau nass{}, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas}s{ dengan melarang perbuatan dan                                                            1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 186. 2 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14.  3 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa’iy, Tim Tsaisah I (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 84. 4Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 19. 































24    mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali dengan adanya nas} atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass{}” ( ﺺﻧ ﻼﺑ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻻو ﺔﳝﺮﺟ ﻻ ).  b. Unsur Material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. c. Unsur Moral, yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Jari>mah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para 































25    ulama membagi jari>mah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an dan Hadits.  Tindak pidana adalah perbuatan terlarang yang dijatuhi hukuman. Akan tetapi, tindak pidana sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:5 1. Jari>mah hudu>d tindak pidana yang diancamkan hukuman hudu>d, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah) dan batasan maksimal (tertinggi). Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat. 2. Jari>mah qis{a>s{ diyah adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman qis{a>s{ dan diyah. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal. Maksud hak individu disini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memmafkan sipelaku jika ia menghendakinya. 3. Jari>mah ta’zi>r adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta’zi>r. Yang dimaksud dengan ta’zi>r adalah ta’dib yaitu memberi pendidikan. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta’zi>r tetapi hanya                                                            5 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy… Jilid I, 99. 































26    menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Berdasarkan niat si pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana disengaja dan tidak disengaja 1. Tindak pidana disengaja (jara>’im maqsu>dah), dalam tindak pidana disengaja, si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang.  2. Tindak pidana Tindak disengaja (jara>’im ghair maqsu>dah), dalam tindak pidana tidak disengaja, si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatannya yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Berdasarkan karakter khususnya tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum dan tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa dan tindak pidana politik. 1. Tindak pidana masyarakat adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan demi menjaga kepentingan masyarakat, baik tindak pidana tersebut mengenai individu, masyarakat maupun mengancam keamanan dan sistem masyarakat 2. Tindak pidana perseorangan adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan untuk memelihara kemaslahatan individu. Meskipun demikian, sesuatu yang menyentuh kemaslahatan individu otomatis menyentuh kemaslahatan masyarakat juga.  3. Tindak pidana Biasa dan tindak pidana politik  































27    Hukum islam menjaga kemaslahatan dan kemanan masyarakat serta memlihara sistem dan eksistensi mereka. Karena itu tiak semua tindak pidana yang diperbuat untuk tujuan politik disebut tindak pidana politik meskipun sebagian tindak pidana biasa yang diperbuat dalam kondisi politis tertentu disebut tindak pidana politik. Yang membedakan antara tindak pidana biasa dan politik terletak pada motifnya. Tindak pidana politik dilakukan dengan niat untuk mewujudkan tujaun-tujuan politis.   B. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r Secara bahasa ta’zi>r berarti  َرَﺰَﻋ- ُِرﺰْﻌَـﻳ  yang berarti mencela, menegur atau mencegah.6 Ia juga bermakna mendukung disertai penghormatan, sebagaimana dalam firman Allah: (#θãΖ ÏΒ÷σ çG Ïj9 «! $ Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ çνρâ‘ Ìh“ yèè? uρ çνρã Ïj% uθè? uρ çνθßsÎm7 |¡è@uρ Zοtò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∪   Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.(QS. Al-Fath:9)7  Ta’zi>r mencegah pelanggar untuk berbuat sesuatu yang menyulitkan sebagaimana ia juga bermakna menghinakan. Dikatakan ( ُهَر ﱠَ) yang artinya mendidiknya karena dia melakukan dosa. Jadi kata ini dengan makna tersebut termasuk kata yang bermakna kontradiktif, namun pada asalnya                                                            6Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir…,925. 7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 359.  































28    adalah pencegahan.8 Adapun yang dimaksud dengan arti ta’zi>r menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya.9 Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zi>r itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara’, melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jari>mah ta’zi>r, melalainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.10 Jenis tindak pidana ta’zi>r tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada tindak pidana-tindak pidana hudu>d dan qis{a>s{ sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. tindak pidana ta’zi>r memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Hukum islam hanya menentukan sebagian tindak pidana ta’zi>r, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetapi dianggap sebagai tindak pidana. Adapun sebagian besar dari tindak pidana ta’zi>r diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan                                                            8Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 602. 9Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, A. Ali 10 (Bandung: PT AlMa’arif, 1987), 159. 10 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.  































29    kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas{-nas{ serta prinsip-prinsip hukum islam. Ta’zi>r berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum ta’zi>r sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat perlu dikenakan sanksi ta’zi>r agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta’zi>r;11 1. Preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jari>mah 2. Represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi 3. Kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku 4. Edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.  C. Dasar Hukum Di Syariatkannya Ta’zi>r Dasar hukum disyariatkannya ta’zi>r terdapat dalam hadits Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah  ﻰﻠَﺻ ِﻪّﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻊ َِﲰ ُﻪَﻧأ ِيرﺎَﺼَْﻧْﻷا َةَدْﺮُـﺑ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِﺮْﺸَﻋ َقْﻮَـﻓ ُﺪَﻠُْﳚ َﻻ ُلْﻮُﻘَـﻳ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪّﻠﻟا ﺪﲪا ﻩاور ِﻪّﻠﻟاِدْوُﺪُﺣ ْﻦِﻣ ﺪَﺣ ِْﰲ ﻻِإ ٍتاَﺪَﻠَﺟ                                                            11 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Amzah: Jakarta, 2016), 93. 































30    Dari Abi Burdah Al-Anshari ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala”. (HR.Ahmad)12  Secara umum hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zi>r dalam syariat Islam. Hadist ini menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jari>mah hudu>d dan mana yang termasuk jari>mah ta’zi>r.13 Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jari>mah dan hukuman ta’zi>r antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu”.14   D. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r Jari>mah ta’zi>r terbagi dalam tiga bagian yaitu:15 1. Jari>mah hudu>d atau qis{a>s{ yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga, dan sebagainya;                                                            12 Ahmad Taufik Abdurrahman, Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145-146.  13 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252. 14 Ibid., 253.  15 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118. 































31    2. Jari>mah-jari>mah yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya; 3. Jari>mah-jari>mah yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai aliran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.  Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah ta’zi>r dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:16 1. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah; 2. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jari>mah ta’zi>r dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:17 1.  Ta’zi>r karena melakukan perbuatan maksiat; 2.  Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; 3.  Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran. Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jari>mah secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: 1. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. dan bila kisasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah diyat. Dan bila qis{a>s{ diyah dimaafkan, maka Ulil Amri berhak                                                            16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 255. 17 Ibid. 































32    menjatuhkan ta’zi>r bila hal itu dipandang maslahatat. Adanya sanksi ta’zi>r kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qis{a>s{ dan diyah adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jamaah, maka ta’zi>r itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian ta’zi>r dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qis{a>s { tidak dapat dilaksanakan karena memenuhi syarat.18  2. Jarimah ta’zi>r yang berkaitan dengan perlukaan Menurut Imam Malik, hukuman ta’zi>r dapat digabungkan dengan qis{as{ dalam jarimah perlukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta’zi>r sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping iu ta’zi>r juga dapat dikenakan terhadap jari>mah perlukaan apabila qis{a>s {nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh shara’. 19  3. Jarimah ta’zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; Berkenaan dengan jari>mah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menghina orang. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zi>r adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam                                                            18 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 177. 19 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 188. 































33    pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.20  Termasuk juga jari>mah ta’zi>r adalah percobaan perzinaan/ pemerkosaan atau yang perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.21 Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta’zi>r adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhshan. Kriteria Muhshan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan Iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk ghairu muhshan. Termasuk juga kepada ta’zi>r, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula zina dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta’zi>r, bukan hudu>d.22  4. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan harta;                                                            20 A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, 179. 21 Ibid., 181. 22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 256. 































34    Jari>mah yang berkaitan dengan harta adalah jari>mah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jari>mah tersebut syarat-sayaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta’zi>r. Jari>mah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok ta’zi>r, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.23 5. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; Jari>mah ta’zi>r yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).24 6. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan umum Jari>mah ta’zi>r yang termasuk dalam kelompok ini adalah jari>mah yang mengganggu keamanan negara / pemerintah seperti spionase dan percobaan kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat atau lupa dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, serta kejahatan yang berkaitan                                                            23 Ibid., 257. 24 Ibid. 































35    dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.25  E. Sanksi Hukuman Ta’zi>r 1. Sanksi Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Badan Sanksi hukuman ta’zi>r itu beragam, adapun sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. a. Hukuman mati Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta’zi>r dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman ta’zi>r tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur’an dan sunnah. 26                                                            25 Ibid. 26 M Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 96. 































36    Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r beralasan dengan hal-hal berikut:27 1. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al- Dailani Al- Hamiri, ia menceriatakan, “Saya berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah kami berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu. Rasulullah bertanya, ‘Kalau demikian, jauhilah. ‘Saya berujar, akan tetapi orang-orang tidak meninggalkannya. ‘Rasulullah bersabda, apabila tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka”. 2. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati. 3. Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudu>d.  ُقﺮَﻔُـﻳ َْوا ْﻢُﻛﺎَﺼَﻋ ﻖُﺸَﻳ َْنا ُﺪِْﻳُﺮﻳ ٍﺪِﺣاَو ٍﻞُﺟَر ﻰَﻠَﻋ ٌﻊْﻴ َِﲨ ْﻢُُﻛﺮَْﻣاَو ْﻢُﻛَﺎَﺗا ْﻦَﻣ ْﻢُﻜَﺘَﻋَﺎَﲨ  ُﻩْﻮُﻠُـﺘْـﻗَﺎﻓ  Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (HR. Muslim)  Sedangkan pendapat yang membolehkan sebagai sanksi ta’zi>r tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu berikut:28                                                            27 Ibid. 































37    1. Bila terhukum adalah residivis dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya. 2. Harus dipertimbangkan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, kematian dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.29   b. Hukuman cambuk Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta’zi>r. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarimah qadzaf. Namun dalam jarimah ta’zi>r, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.30 Beberapa keistimewaan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:31 1. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.                                                                                                                                   28 A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, 195. 29 Nurul Irfan, Hukum Pidana…, 97. 30 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah…, 149. 31 Ibid. 































38    2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda. 3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis. 4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.  Batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) menurut Mahdzab Maliki yaitu diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta’zi>r didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannnya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana hudu>d, batas maksimal hukuman cambuk tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) dalam pidana ta’zi>r adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.  Dalam mahdzab Syafi’i terdapat tiga pendapat, pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan pendapat ketiga mengatakan 































39    bahwa hukuman jilid dalam tindak pidana ta’zi>r boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat ta’zi>r tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana hudu>d (yang dijatuhi hukuman hudud).32 2. Sanksi Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang  a. Hukuman penjara Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sinju yang keduanya bermakna al-man’u yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan Bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.33 Atas dasar tindakan umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehannya kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan).34                                                            32 Ibid., 89. 33 M Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah..., 152 34 A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, 204. 































40    b. Hukuman Pengasingan Dasar hukuman pengasingan (buang) adalah firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 33 yaitu: $yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜt“ y_ tÏ% ©!$# tβθç/ Í‘$pt ä† ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ tβöθyèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# #·Š$|¡sù βr& (# þθè= −G s÷) ãƒ ρr& (# þθç6¯= |Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Ν ßγè= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 šÏ9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“ ÷“ Åz ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt Åz Fψ $# ë>#x‹ tã íΟŠ Ïàtã ∩⊂⊂∪     Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan diakhirat mereka mendapat azab yang besar.35  Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut diatas diancamkan kepada pelaku jari>mah hudu>d, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jari>mah ta’zi>r juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Al-Qur’an dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid.36 Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jari>mah ta’zi>r yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.37 Sedangkan lama pengasingan menurut sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah masa pengasingan dalam tindak pidana                                                            35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan …, 389. 36 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 209. 37 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah…, 156. 































41    ta’zi>r tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina ghairu muhshan adalah hukuman hudu>d yang masanya satu tahun, karena itu hukuman pengasingan sebagai hukuman ta’zi>r tidak boleh melebihi batas satu tahun ini, demi menerapkan hadis Rasulullah “Barangsiapa mencapai hukuman hudu>d bukan dalam tindak pidana hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pembuangan bisa lebih dari satu tahun karena ia tidak menganggap hukuman pengasingan sebagai hukuman hudu>d, tetapi sebagai hukuman ta’zi>r. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang memungkinkan untuk menambah masa pembuangan dari satu tahun walaupun ia tetap menerima hukuman pembuangan sebagai hukuman hudu>d, sebab menurutnya hadis tersebut telah dibatalkan.38   Mengenai tempat pengasingan, terpidana tidak ditempatkan ditempat tertentu, tetapi menurut sebagian fuqaha>, terhukum bisa diletakkan dibawah pengawasan dan dibatasi kebebasannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, fuqaha> yang menetapkan masa berakhirnya pengasingan, mereka bersepakat bahwa pelaku tidak dapat kembali ke negeri Asalnya sebelum masa  pengasingannya berakhir, sedangkan menurut fuqaha> yang tidak menetapkan masa                                                            38 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy …, 95. 































42    berakhirnya pelaku tidak dapat kembali ke negeri asalnya sebelum ia menampakkan tobat dan keadaannya menjadi baik.39 3. Sanksi Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Harta Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. 40   Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta’zi>r ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta: a. Menghancurkannya (Al-Itlaf) Yaitu sanksi materil dengan cara merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti                                                            39 Ibid, 96. 40 Nurul Irfan, Hukum Pidana…, 107.   































43    wadahnya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menumpahkan susu yang dijual yang telah dicampur dengan air.41 b. Mengubahnya (At-Taghyi>r) Adapun hukuman ta’zi>r yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mitip dengan pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan dipotong dibagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.42 c. Memilikinya (At-Tamli>k) Rasulullah saw. melipatgandakan denda dan memberi hukuman cambuk bagi seseorang yang mencuri buah yang masih tergantung dipohonnya sebelum diletakkan didalam keranjang. Juga tentang seseorang yang mencuri binatang ternak sebelum dimasukkan ke dalam kandangnya, bahwa ia dihukum cambuk dan didenda dua kali lipat.  Dalam kasus seorang Muslim yang membunuh seorang kafir dzimmi dengan pembunuhan sengaja. Utsman bin Affan melipat gandakan diyah yang harus dibayarkan oleh sipelaku, sehingga ia harus membayar diyah secara utuh, karena menurut hukum asal, diyah kafir                                                            41 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 529.  42 Nurul Irfan, Hukum Pidana…, 108.   































44    dzimmi adalah separuh diyat seorang Muslim. Kebijakan ini diambil oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal.43  Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jari>mah ta’zi>r, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jari>mah, pelaku, situasi maupun kondisi pelaku.44 Selain denda hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh Fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:45 a. Harta diperoleh dengan cara yang halal b. Harta digunakan sesuai dengan fungsinya c. Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.  Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian Ulil Amri berhak untuk                                                            43 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam…, 530. 44 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam…, 210. 45 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 267.    































45    menerapkan hukuman ta’zi>r beruapa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.  4. Hukuman Ta’zi>r dalam Bentuk Lain Selain hukuman-hukuman ta’zi>r yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi ta’zi>r yang lainnya, yaitu:46 a. Peringatan keras b. Dihadirkan dihadapan sidang c. Nasihat; d. Celaan e. Pengucilan f. Pemecatan (Al-’Azl) g. Pengumuman kesalahan secara terbuka (At- Tashir)                                                             46 Ibid, 268. 






























  46 BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA NOMOR: 369/PID.SUS/2016/PN.SGT TENTANG KASUS TINDAK PIDANA  MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  A. Identitas Terdakwa Kasus tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta ini ada dua terdakwa yaitu, pertama dengan terdakwa Budi Ismail Als. Budi Bin Iskandar, lahir di Samarinda (Kalimantan Timur) pada tanggal 15 Maret 1982. Terdakwa tinggal di dua lokasi yaitu di Komp. Suaka Indah Lestari Blok E No. 6 Rt. 14 Desa Sungai Luhut Kecamatan Sungai Tabuk Banjarmasin atau Desa Pengadan Rt. 05 Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur. Budi Ismail beragama Islam dan ia bekerja sebagai Anggota BPD Desa Pengadan Kabupaten Kutai Timur.  Kedua, dengan terdakwa Lesy Anak dari Yusuf Kara, lahir di Pengadan (Kalimantan Timur) pada tanggal 15 Maret 1976. Terdakwa tinggal di Desa Pengadan Rt. 06 Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur. Lesy beragama Kristen dan pekerjaannya adalah Swasta.   































47  B. Dakwaan Penuntut Umum Dalam kasus tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13  KUHAP. Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan tuntutan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 162 UU RI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu berupa 1 (satu) gulung raffia warna kuning dengan panjang lk 20 m dirampas oleh Penuntut Umum untuk dimusnahkan. Atas perbuatan terdakwa tersebut mereka dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), namun biaya tersebut dipikul oleh negara karena sifat dari hukum pidana adalah sebagai hukum publik dan sesuai dengan tujuan pokok hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu dari perseorangan maupun kelompok.  C. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan Secara Berlanjut Awalnya terdakwa Budi Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Lesy turun kelapangan untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha 































48  pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2). Mulai tanggal 10 April-14 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 di KM 2,3 Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur terdakwa Lesy mendatangi lokasi pertambangan PT. GAM untuk menghentikan aktivitas pertambangan dengan cara mengentikan alat berupa Doser dan Eksavator dan melarang kegiatan di lokasi serta sebagian masyarakat yang lain ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan terdakwa Budi Ismail membawa sebilah tombak dan terdakwa menginstruksikan supaya alat berat yang ada diberhentikan dan disuruh pindah. Penghalangan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap PT.GAM dilakukan secara sengaja, para terdakwa menyiapkan tali raffia yang digunakan sebagai tanda bahwa tanah tersebut tanah mereka, dan para terdakwa juga mengajak beberapa msyarakat untuk merintangi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. GAM tersebut. Para terdakwa melakukan hal tersebut karena mereka  mengklaim lahan yang digunakan PT. GAM untuk melakukan aktifitas pertambangan adalah lahan milik para terdakwa, namun tanah tersebut tidak memiliki legalitas surat apapun karena belum mengetahui lahan tersebut masuk dalam kawasan KBK atau kawasan APL. Tanah dalam ruang lingkup agrarian merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan 































49  mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.  Terdakwa Budi Ismail dan Lesy dalam hal ini tidak memiliki hak pakai atas yang mereka klaim, karena tidak adanya legalitas kepemilikan tanah yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut PT. GAM berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap selua + 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 tanggal 17 Januari 2011 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementrian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut PT. GAM mengalami kerugian sebesar + Rp. 713.014.500,- (Tujuh ratus tiga belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah) dan menyebabkan terhambatnya pembangunan jalan hauling yang merupakan akses untuk melakukan kegiatan produksi.  Izin usaha pertambangan bukan suatu mekanisme pengalihan hak negara, tetapi sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta dapat berpertisipasi dalam usaha pertambangan. Selain dari aspek pengusahaan negara yang bisa diserahkan kepada swasta lewat izin usaha pertambangan negara (pemerintah) juga mempunyai fungsi keterlibatan 































50  didalam menjamin usaha pertambangan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut pemerintah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan batubara. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi maka pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan. Setelah perusahaan batubara mendapatkan izin usaha pertambangan, maka negara wajib menjamin keberlangsungan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara. D. Dasar Hukum Hakim  Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut yaitu ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi pemegang izin supaya aman melaksanakan kegiatannya. Dengan adanya sanksi pidana tersebut negara berusaha untuk membuat peraturan hukum yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dibidang pertambangan.    































51  E. Pertimbangan Hukum Hakim Ada dua pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt yaitu unsur sosiologis dan unsur yuridis. 1. Unsur Sosiologis Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain sebagai berikut: a. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa majelis hakim mengesampingkan pernyataan terdakwa II yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.  b. Bukti surat yang diajukan oleh terdakwa II dikesampingkan oleh majelis hakim karena menurut majelis hakim perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai status tanah / lahan dan status kepemilikannya, dan pembuktian tersebut masuk dalam lingkup perdata. c. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada para anak, yaitu: Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa merugikan PT. GAM (Ganda Alam Makmur). Hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.  































52  2. Unsur Yuridis Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus dirumuskan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dipaparkan dalam skripsi ini adalah terkait dengan penjelasan unsur-unsur pasal 162 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim: Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai orang pribadi/ naturlijke person maupun recth person yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan. Pelaku tindak pidana yaitu baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kasus ini Terdakwa I Budi Bin Ismail Als Budi Bin Iskandar dan Tedakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara telah memberikan keterangan dengan baik dan lancar dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona.  Unsur “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”. Pasal 162 Undang-































53  Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”. Kemudian Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu  sebagai berikut: 1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.  Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 angka 11, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.  Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti serta bukti surat para terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan haouling yang dilakukan oleh perusahaan PT. GAM 































54  yakni dengan cara menghentikan alat yang bekerja karena belum ada penyelesaian mengenai ganti rugi terhadap lahan milik para terdakwa oleh perusahaan PT. GAM. Dari keterangan saksi-saksi, yakni saksi Rando, saksi Rahmat Ramdan, Saksi Arif, Saksi Maro Jahan Raja Guk Guk, saksi Akhmad Zabur, saksi Aidil Fitri, saksi fajar dan keterangan terdakwa Budi bahwa para terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan houling yakni pada tanggal 10 April 2016, dimana terdakwa Lesy memerintahkan operator alat untuk berhenti bekerja membangun jalan houling yang sebelumnya sudah dihentikan oleh Sdr. Fajar, pada tanggal 11 April 2016, terdakwa Budi bersama dengan kelompok Tani Bakuda memerintahkan operator alat untuk menghentikan alat yang bekerja, pada tanggal 12 April 2016 terdakwa Lesy kembali memerintahkan operator alat untuk menghentikan alat yang bekerja membangun jalan houling diatas lahan miliknya, dan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 April 2016 terdakwa Budi dan terdakwa Lesy bersama dengan rekan-rekannya kemudian kembali lagi memerintahkan operator alat yang bekerja membangun jalan houling diatas lahan milik mereka sambil berteriak-teriak dimana dari orang-orang yang bersama mereka tersebut ada yang membawa tombak, hal tersebut membuat saksi Arif dan saksi Maro Jahan merasa takut dan pergi melarikan diri meninggalkan alat doser mereka. PT. GAM (Ganda Alam Makmur) dalam melakukan kegiatan pertambangan telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, tanggal 































55  29 Mei 2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap selua + 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 tanggal 17 Januari 2011 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016 dan akan dilakukan penyelesaian terhadap tanah yang menjadi hak masyarakat setempat serta hak para terdakwa (berupa ganti rugi) asalkan dapat menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan atas tanah. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur tentang masalah Penyertaan atau deelneming. Penyertaan atau deelneming adalah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 tindak pidana atau peristiwa pidana. Menurut pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Plegen), menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doenplegen), turut melakukan suatu tindak pidana (Medeplegen) dan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uitlokken).  Pasal 55 KUHP tersebut bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat didalam suatu tindak pidana, tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang 































56  telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum.  Para terdakwa merasa memiliki lahan atau tanah yang akan dikerjakan oleh perusahaan namun belum diganti rugi oleh perusahaan. Sehingga para terdakwa langsung turun ke lapangan untuk menghentikan alat perusahaan yang melakukan pekerjaan tanpa adanya perintah dari orang lain maupun menyuruh orang lain untuk melakukan penghentian kegiatan pembangunan tetapi dilakukan para terdakwa sendiri untuk kepentingan para terdakwa guna memperoleh ganti rugi atas lahan mereka yang dikerjakan oleh perusahaan. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik (Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana), tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik. Penghentian terhadap kegiatan perusahaan pertambangan PT. GAM dalam proses pembangunan jalan dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan tanggal 14 April 2016 dilokasi tanah milik terdakwa yang juga masih termasuk didalam lokasi ijin pertambangan milik perusahaan PT. 































57  GAM dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berbeda, tidak terlalu lama dan masih pada lokasi yang sama.  F. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt  Berdasarkan ketentuan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa I Budi Ismail Als. Budi Bin Iskandar dan Terdakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut”, Masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali raffia warna kuning dengan panjang LK 20 m. Sedangkan bukti surat, yaitu Foto copy IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, Foto copy IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016, Peta lokasi milik terdakwa Lesy, terdakwa Budi dan PT. GAM, Foto copy Surat pernyataan kepemilikan tanah, Foto copy Surat keterangan jual beli tanah, Foto copy Surat 































58  keterangan tanam tumbuh, Foto copy Berita Acara Pertemuan antara PT. GAM dengan Masyarakat, Foto copy Surat yang berisi Informasi Status Lahan Masyarakat. Dan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dalam hal ini dengan kondisi batin yang normal atau sehat dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk maka para terdakwa mampu bertanggungjawab dan patut dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Jadi setiap orang yang merintangi pertambangan maka dikenakan sanksi pidana. Bentuk penerapan sanksi tersebut sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan di bidang pertambangan batubara. 






























  59 BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt).  A. Analisis Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dikenal pula dengan istilah “strafbaar feit” yang artinya kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orrang yang mampu bertanggungjawab.1 Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif meliputi orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa). Sedangkan unsur                                                            1 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 54.  































60  obyekti yaitu adanya perbuatan dan akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut.2 Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tentang tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut, para terdakwa yang melakukan tindak pidana diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Melihat dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1. Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai orang pribadi/ naturlijke person maupun recth person yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.                                                            2 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 39. 































61  Dalam putusan tersebut setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan kesalahan adalah Budi Ismail Als Budi bin Iskandar dan Lesy anak dari Yusuf Kara dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT>. GAM mengalami kerugian sebesar Rp. 713.014.500 (tujuh ratus tiga belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan tidak bekerjanya alat yang digunakan untuk pembangunan. 2. Unsur “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”.  Bentuk merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu ketika para terdakwa menghalangi jalannya operasi produksi dengan cara memasang portal tali raffia, menghentikan beberapa alat berat dan mengusir para pekerja yang berada dilokasi pertambangan PT. GAM yang telah mengantongi izin dari pemerintah.  Selanjutnya Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: 1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IUPK.   































62  Yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Surat izin tersebut yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap selua + 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016. Secara ketatanegaraan bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ada 3 yaitu pengaturan, pengusahaan mengurus dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek paling utama. Penguasaan dalam  bidang pertambangan batubara tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara, maka  pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau  perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan izin usaha  pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. 3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu”.  































63  Unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini. Dalam hal ini para terdakwa turun sendiri ke lokasi pertambangan untuk menghentikan alat yang sedang beroperasi, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan mereka mendapatkan ganti rugi karena lahan mereka telah dikerjakan oleh perusahaan pertambangan. Namun pada kenyataannya para terdakwa tidak memiliki hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Para terdakwa melakukan penghentian terhadap kegiatan perusahaan pertambangan PT. GAM pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan tanggal 14 April 2016 dilokasi tanah milik terdakwa yang juga masih termasuk didalam lokasi ijin pertambangan milik perusahaan PT. GAM dan dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berbeda namun tidak terlalu lama dan masih pada lokasi yang sama. Perbuatan berlanjut merupakan bagian dari gabungan (perbarengan) tindak pidana, namun dalam hal ini jenis hukuman yang diancamkan tidak akan merubah jenis hukuman yang lain. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Jika ada pemberatan pidana yang 































64  disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Passal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan”.  Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan dalam amar putusan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Jenis hukuman yang dijatuhkan Hakim sama dengan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut.  Namun hukuman yang diancamkan oleh Jaksa dan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa tidak sesuai dengan tata aturan yang sudah tercantum dalam undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa dan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan hukuman penjara. Namun dalam Pasal 162 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu pidana kurungan atau denda. Melihat jenis-jenis hukuman pokok yang tercantum dalan Pasal 10 KUHP bahwasanya hukuman kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Tingkatan tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya.\ 































65  Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, asas legalitas menjadi dasar pokok dalam setiap tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan. Artinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan negara hukum, asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental. Asas legaltas merupakan suatu penghubung antara rule of law, melalui asas legalitas diharapkan terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melindungi dari kesewenang-wenangan penuntutan dan penghukuman.  Disamping asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan. Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan.3 Pemidanaan yaitu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.4 Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.  Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor                                                            3 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1994), 103.  4 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 354. 































66  kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas suatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 5  Dalam membicarakan kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban yaitu bahwa kesengajaan dan kelapaan meskipun teori, masing-masing dipandang sebagai sebagai salah satu unsur kesalahan, namun dalam praktek dipandang sebagai unsur strafbaar feit (perbuatan pidana) dan bukan unsur pertanggungjawaban.6 Kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui. Lebih jauh dikenal bentuk-bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinanm. Mengenai kealpaan dikenai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.7 Hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang                                                            5 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 30. 6 Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertannggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987),  27. 7 Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Aksara Baru 1985), hlm. 49. 































67  bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Sifat putusan yang obyektif yaitu dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan putusan yang bersifat imparsial adalah puusan yang dihasilkan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau berseengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.  B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt). Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa I Budi Ismail Als Budi bin Iskandar  dan terdakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut Pasal Pasal 































68  162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambaangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”,kemudian oleh Hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Dalam Qur’an Surah Al-Israa’ Allah berfirman : Ç¨Β 3“ y‰ tF÷δ $# $yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰tG öκ u‰ ÏµÅ¡Ÿø	 uΖ Ï9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê $yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒtƒ $pκ ö n= tæ 4 ωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 3 $tΒ uρ $¨Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4 ®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘ ∩⊇∈∪     Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.  Tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut ini termasuk dalam kategori jari>mah ta’zi>r yang mengganggu kemaslahatan umum. Tindak pidana mengganggu masyarakat adalah suatu jari>mah yang hukumannya dijatuhkan demi menjaga kepentingan masyarakat, baik jari>mah tersebut mengenai individu, masyarakat maupun mengancam keamanan dan sistem masyarakat dan jari>mah tersebut dilakukan dengan sengaja. Para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang.  































69  Jari>mah ini sangat berbeda dengan jari>mah qis{a>s { atau diyah yang macam dan bentuk hukuman telah ditetapkan oleh shara’. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta’zi>r ini karena berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.  Hukuman ta’zi>r yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh shara’, akan terapi shara’ memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejaahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.8 Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman ta’zi>r, karena undang-undang hukum positif tersebut hanya sebuah pengaturan dan rumusan yang didalamnya dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan perehabilitasian serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tenteram.9 Hukuman ta’zi>r dipasrahkan kewenangannya kepada imam. Tidak                                                            8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta Gema Insani, 2011), 259. 9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam …, 259. 































70  ada seorang pun yang memiliki hak dan kewenangan menghukum ta’zi>r kecuali tiga orang yaitu ayah, majikan pemilik budak dan suami.10 Jenis sanksi jari>mah ta’zi>r secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umum. Pertimbangan paling utama adalah akhlak. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh nas{. Dalam penetapan jari>mah ta’zi>r, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan.11Hukuman ta’zi>r yang paling ringan yaitu nasihat atau teguran dan yang paling berat adalah hukuman mati.  Dalam kaidah fikih yang berbunyi: “berat ringannya sanksi ta’zi>r diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus diperimbangkan daya preventif dan represif (al-radd wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan”.12 Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama 4 bulan. Dalam hukum Islam, penjara dan kurungan disebut juga dengan hukuman kawalan, jadi tidak ada perbedaan antara jenis pidana penjara dengan jenis pidana kurungan. Dalam hukum Islam dikenal dengan                                                            10 Ibid, 539. 11 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Islam Fiqih Jinayah…, 77. 12 M, Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah…, 181.  































71  istilah penjara kurungan atau hukuman kawalan. Hukuman kawalan ada dua macam yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.13 Hukuman kawalan terbatas untuk pidana ta’zi>r biasa dan juga pidana ringan/ biasa. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fuqaha>. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertinggi tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak lebih dari satu tahun, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.  Hukuman kurungan, sebagaimana hukuman yang lain, disyaratkan dapat memperbaiki (memberikan pengajaran) dan mendidik pelaku secara umum. Adapun hukuman kurungan hanya dijatuhkan terhadap sebagian tindak pidana biasa dan pelaku tindak pidana permulaan serta untuk waktu yang tdak lama, itupun jika hakim melihat hukuman kurungan tersebut dapat mencegah si pelaku kembali melakukannya.  Sedangkan hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas sebagaimana yang telah disepakati oleh para fuqaha bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (mu’tadul ijram), orang yang terbiasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidana nya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa.                                                            13 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy…, 92. 































72  Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.  Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis hukuman.14 Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman jilid.  Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Hal                                                            14 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih JInayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161. 































73  ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan tersebut, maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat adil.  Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggungjawab pidana, dipikulkan kepada pembuat jari>mah. Untuk itu, harus ada kesesuain antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Untuk terciptanya tujuan tersebut, hukuman harus: 1. Memaksa seseorang untuk tidak melakukan ulang perbuatannya 2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai sesuatu yang snagat merugikan dirinya. 3. Sanksi yang diterima pembuat jari>mah harus pula bersesuaian dengan hasil perbuatannya, artinya berkeadilan. 4. Hukuman harus diterima pembuat jari>mah, tidak diberati dan tidak memberati, selain pembuat jari>mah karena adanya pertalian geneokologis, kekeluargaan. Artinya ia hanya bertanggungjawab sendiri atas apa yang dia perbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain. Sesuai prinsip yang diajarkan Al-Qur’an dalam Surat Fathir ayat 18: Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 2”t ÷z é& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? î's# s) ÷WãΒ 4’n< Î) $yγÎ= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ÷Ζ ÏΒ Ö ó x« öθs9 uρ tβ% x. #sŒ #’ n1ö è% 3 $yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζè? tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† Ν åκ®5u‘ Í=ø‹ tóø9 $ Î/ (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 4 tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ª1 u” tItƒ ÏµÅ¡ø	 uΖÏ9  































74  4 ’n< Î) uρ «! $# çÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇∇∪     Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).  Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jari>mah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab seperti telah dimaklumi perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tngkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.  Dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jari>mah hal-hal yang telah dipelihara, dihormati serta dilindungi oleh hukum shara’ maka akan terwujud suatu kemaslahatan umat.  































 75  BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan putusan hakim, analisis perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum Pidana Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tentang tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dirasa tidak tepat. Pertama, dalam Pasal 162 jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbeda. Dimana dalam Pasal tersebut berupa hukuman kurungan atau denda. sedangkan hakim menjatuhkan hukuman penjara. Sedangkan hukuman kurungan penerapannya lebih ringan daripada hukuman penjara. 2. Tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut ini termasuk dalam kategori jari>mah ta’zi>r yang mengganggu kemaslahatan umum. Namun dalam hukum Islam pidana penjara kurungan hanya sebagai hukuman pilihan bukan hukuman pokok sebagaimana halnya dalam hukum positif.  Sanksi jari>mah ta’zi>r secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umum karena tidak ada ketentuan 































76  hukumannya dalam shara’, jari>mah ta’zi>r ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.  B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Demi tegaknya keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, seharusnya penegak hukum (hakim) dalam menegakkan hukum senantasa sesuai dengan peraturan yang ada dan menerapkannya sesuai dengan undang-undang yang secara resmi telah diundangkan sehingga akan muncul suatu kepastian dan keadilan hukum. 2. Sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya bisa memahami apa yang telah termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945, sehingga mampu menghargai hak dan kewajiban orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak terjadi lagi tindak pidana yang merugikan orang lain baik material maupun immaterial.       
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